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NO [ URAIAN HAL
1 | Batang Tubuh Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 1-14
2 | Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Sub Rincian Objek, Pendpatan, Belanja 1-20

dan Pembiayaan

3 | LampiranII | Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN 1-16
1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN 1-24
1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD SUNGATI RUMBAIL 1-2
1.02.0.00.0.00.01.0002 | pyskESMAS SUNGAL RUMBAT 1-2
1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS KOTO BESAR 1-2
1.02.0.00.0.00.01.0004 | PUSKESMAS SUNGAI LIMAU 1-2
1.02.0.00.0.00.01.0005 | PUSKESMAS KOTQ BARU 1-2
1.02.0.00.0.00.01.0006 | PUSKESMAS TIUMANG 1-2
1.02.0.00.0.00.01.0007 | PUSKESMAS PADANG LAWEH 1-2
1.02.0.00.0.00.01.0008 | PUSKESMAS SITIUNG I 1-2
1.02.0.00.0.00.01.0009 | PUSKESMAS TIMPEH 1-2
1.02.0.00.0.00.01.00010 | PUSKESMAS GUNUNG MEDAN 1-2
1.02.0.00.0.00.01.00011 | PUSKESMAS SITIUNG II 1-2
1.02.0.00.0.00.01.00012 | PUSKESMAS BERINGIN SAKTI 1-2
1.02.0.00.0.00.01.00013 | PUSKESMAS SILAGO 1-2
1.02.0.00.0.00.01.00014 | PUSKESMAS SUNGAI DAREH 1-2
1.02.0.00.0.00.01.00015 | PUSKESMAS SIALANG 1-2




1.02.0.00.0.00.01 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1-2
1.02.0.00.0.00.01.00018 | RSUD SUNGAI DAREH 1-4
1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1-13
1.04.2.10.0.00.01 DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 1-12
1.05.0.00.0.00.01 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1-8
1.05.0.00.0.00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1-10
1.06.2.08.2.14.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN 1-23
KELUARGA BERENCANA
2.09.3.25.0.00,01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 1-9
2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1-12
2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1-9
2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1-11
2.15.0.00.0.00,01 DINAS PERHUBUNGAN 1-7
2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKAST DAN INFORMATIKA 1-9
2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,MENENGAH,DAN PERDAGANGAN 1-11
2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1-8
2.22.3.26.2.19.01 DINAS KEBUDAYAAN,PERIWISATA,PEMUDA,DAN OL AH RAGA 1-14
2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1-10
2.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN 1-12
3.32.2.07.0.00.01 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 1-8
4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH 1-18
4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD 1-11
5.01.5,05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN,PENELTTIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1-11
5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAERAH 1-13
5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1-12
6.01.0.00.0.00,01 INSPEKTORAT KABUPATEN 1-11
7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN PULAU PUNJUNG 1-7
7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN SITIUNG 1-8
7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN KOTO BARU 1-7




7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN SUNGAI RUMBAL 1-7
7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN SEMBILAN KOTO 1-6
7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN TIMPEH 1-6
7.01.0.00.0._00.0? KECAMATAN KOTO SALAK 1-6
7.01,0.00.0.00.08 KECAMATAN ASAM JUJUHAN 1-6
7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN KOTO BESAR 1-7
7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PADANG LAWEH 1-7
7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN TIUMANG 1-7
8.01.0.00.1.00.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1-9

4 |tampiranIIl | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hihah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi 1-11
Hibah ;

5 | tampiramIV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD 1-1
Pemberi Pemberi Bantuan Sosial ;

6 | LampiranV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum serta SKPD Pemberi 1-6
Pemberi Bantuan Keuangan ;

7 | Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa ; | 14

8 | Lampiram VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 1-1
Kelompok, Jenis, Objek , dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

9 | Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Petambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi *) 1-1
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

10 | Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 1-1
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan.

11 | Lampiran X Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan 1-1

Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dan Program Prioritas Perbatasan Negara.




Menimbang

Mengingat

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4348);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 1,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah

kabupaten.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang

memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna

anggaran.
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Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp916.848.794.390,00 (Sembilan ratus
enam belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus
sembilan puluh rupiah), yang bersumber dari :

(1) Pendapatan Asli Daerah;

(2) Pendapatan Transfer;

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp100.842.119.674,00 (Seratus

(2)

(3)

(4)

(5)

miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah),
yang terdiri atas :

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.776.715.953,00 (Dua
puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga
rupiah.

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.623.788.885,00 (Tiga
miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima
rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp4.324.065.836,00 (Empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus
tiga puluh enam rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp70.117.549.000,00 (Tujuh puluh miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).



(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp22.776.715.953,00 (Dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu
sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Mineral bukan logam dab Batuan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus
delapan puluh juta rupiah).

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.425.000.000,00 (Satu
miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta
lima ratus ribu rupiah).

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp235.000.000,00 (Dua
ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp12.970.000.000,00 (Dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta
rupiah).

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima
belas juta rupiah).

Pajak Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (g) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00
(Sepuluh juta rupiah).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp425.000.000,00 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Parkir;

g. Pajak Air Tanah;
h.

i.

j-

k.




(11)

(12)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp4.504.215.953,00 (Empat miliar lima ratus empat juta dua ratus lima belas ribu
sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp3.623.788.885,00 (Tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan delapan
ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Rumah Potong Hewan,;

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,;

Retnbus1 Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp322.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh dua jutaa lima ratus ribu rupiah).

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp1.384.558.400,00 (Satu miliar tiga ratus delapan puluh empat lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus
rupiah).
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(7)
(8)
(9)
(10)

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp825.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima juta rupiahj).

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp278.230.485,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh
lima rupiah)

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
direncanakan sebesar Rp4.324.065.836,00 (Empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam puluh lima ribu
delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

(1)
(2)

(1)

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan).

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.324.065.836,00 (Empat
miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)

Pasal 8

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) direncanakan
sebesar Rp70.117.549.000,00 (Tujuh puluh miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu
rupiah), yang terdiri atas:

Hasil Penjuan Aset Lainnya

Jasa Giro Pada Kas Daerah

Jasa Giro di Kas Bendahara

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

Tuntutkan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan

Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

&)

k. Pendapatan BLUD

1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Hasil Penjuan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.592.500.000,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jasa Giro Pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.100.000.000,00 (Satu miliar seratus juta rupiah).

Jasa Giro di Kas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Tuntutkan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua miliar delapan ratus juta
rupiah).

Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp1.740.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp.160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(10) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

(11) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 ( Dua ratus dua puluh juta rupiah ).

(12) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp54.801.063.000,00

(Lima puluh empat juta delapan ratus satu juta enam puluh tiga ribu rupiah).

(13) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar

Rp. 7.153.986.000,00 (Tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu
rupiah).

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp812.206.674.716,00

(Delapan ratus dua belas miliar dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam belas
rupiah), yang terdiri atas:




a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp760.965.265.000,00 (Tujuh ratus enam puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam
puluh lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp51.241.409.716,00 (Lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan ribu tujuh
ratus enam belas rupiah ).

Pasal 10

(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp3.800.000.000,00 (Tiga miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Hibah;
b. Dana darurat; dan
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (Tiga
miliar delapan ratus juta rupiah).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan Rpl1.029.378.138.553,00 (Satu triliun dua puluh
sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga
rupiah) yang terdiri atas:

Belanja operasional;

Belanja modal;

Belanja tak terduga; dan

Belanja transfer.
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(1)

(2)

(3)

(4)
(9
(6)

(7)

Pasal 12

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp
766.159.260.882,00 (Tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam
puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp471.538.672.736,00
(Empat ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh
ratus tiga puluh enam rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.280.817.797.266,00 (Dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan
puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar (nol rupiah)

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar (nol rupiah)

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.802.790.880,00 (Tiga
belas miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar (nol rupiah)

Pasal 13

(1) Anggaran belanja modal sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar

Rp151.236.483.671,00 (Seratus lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh
tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). yang terdiri atas:

Belanja modal tanah;

Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi,

Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset Lainnya.
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(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar (Nol rupiah)

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp38.340.791.768,00 (Tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu
tujuh ratus enam puluh delapan rupiahj.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp45.417.466.354,00 (Empat puluh lima miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu
tiga ratus lima puluh empat rupiah.

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp61.569.056.460,00 (Enam puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima puluh enam ribu empat
ratus enam puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp5.208.742.689,00 {Lima miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan
puluh sembilan rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp700.426.400,00
(Tujuh ratus juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiahj.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp
110.982.394.000,00 (Seratus sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh
empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

a, Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan;

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.632.820.000,00 (Dua
miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp
108.349.574.000,00 (Seratus delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat
ribu rupiah).
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Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar sebesar Rp112.529.344.163,00 (Seratus
dua belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan;

Pasal 17

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar
Rp114.029.344.163,00 (Seratus empat belas miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu
seratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas;

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjamam daerah; dan

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MmO Q0o

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp114.029.344.163,00 (Seratus empat belas miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus
empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah),

(4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah),

(5) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah),

(6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 Nol
rupiah),

(7) Penerimaan kembali pemberian pinjamam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah),

(8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah),
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Pasal 18

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar
Rp.1.500.000.000,00(Satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.0,00(Nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.1.500.000.000.00(Satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00(Nol
rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

Pasal 19

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit
sebesar Rp112.529.344.163,00 (Seratus dua belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah),

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp112.529.344.163,00 (Seratus dua belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga
ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
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Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a.

b.

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

I

II

ITI

IV

\%

VI

VIl

VIII

Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Calom Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang
Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

Daftar Nama Calom Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa
Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Daftar Nama Calom Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan
Bersifat Umum serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah Desa;

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
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Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 29 Desember 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

Diundangkan di Pulau Punjung \
pada tanggal, 29 Desember 2022 \“Q
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR : 37
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LAMPIRAN I

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG
DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023



1/3/23, 2:06 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 37 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.842.119.674
4.1.01 Pajak Daerah 22.776.715.953
4.1.01.06 Pajak Hotel 180.000.000
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 180.000.000
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 180.000.000
4.1.01.07 Pajak Restoran 1.425.000.000
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.425.000.000
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.425.000.000
4.1.01.08 Pajak Hiburan 6.500.000
4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 6.500.000
4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 6.500.000
4.1.01.09 Pajak Reklame 235.000.000
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 235.000.000
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 235.000.000
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 12.970.000.000
4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 470.000.000
4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 470.000.000
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 12.500.000.000
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 12.500.000.000
41.01.11 Pajak Parkir 6.000.000
4.1.01.11.01 Pajak Parkir 6.000.000
4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 6.000.000
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 15.000.000
4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 15.000.000
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 15.000.000
4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000
4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000
4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 425.000.000
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 425.000.000
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 425.000.000
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 4.504.215.953
4.1.01.15.01 PBBP2 4.504.215.953
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 4.504.215.953
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3.000.000.000
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 3.000.000.000
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 3.000.000.000

https://dharmasrayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0Jtx9w1KgKd1 roUplWk16fcrmorjuZCnF 3moh7it@HRoAoer4yAEDc3p8dOHZIjLHS...
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1/3/23, 2:06 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 37 Tahun 2022
Tanggal 29 Desember 2022
KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
i RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PENMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
4.1.02 Retribusi Daerah 3.623.788.885
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.102.500.000
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 200.000.000
4.1.02,01.02,0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 200.000.000
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermator 322.500.000
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 322.500.000
4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000
4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000
4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 50.000.000
41.02.01.11.0001 E::{r;:l;ri(ial;e;igr/;gan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan £0.000.000
4.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 500.000.000
4.1.02.07.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 500.000.000
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.243.058.400
4.1,02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.384.558.400
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 424.558.400
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 200.000,000
4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 760.000.000
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 30.000.000
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 30.000.000
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 3.500.000
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 3.500.000
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 825,000,000
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih lkan 105.000.000
41.02.02.11.0004 _Fr{:rtrr‘i::sci’::?i:zlan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, 720,000,000
41.0203 Retribusi Perizinan Tertentu 278.230.485
4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 278.230.485
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian lzin Mendirikan Bangunan 278.230485
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.324.065.836
41.03.02 f:ggla:ll ’l)_:g: gﬂﬁgibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 4.324.065.836
41.03.02.01 1?:09;8;]1 ;:g: ﬁzﬁgl(:ilt:; ;(7(23:: g:$ erintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 4.394.065.836
4.1.03.02.01.0001 rB;:Ia‘s;ci!aarl‘l ;:3: g?_,ﬁgl(f:gtzg :T([::g: ;’aelrserintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 4324.065.836
4.1.04 Lain-fain PAD yang Sah 70,117.549,000
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.592.500.000
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 1.592.500.000
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 1.592.500.000

htips:/fdharmasrayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0Jtx9w1KgKd 1 roUplWk1 6fcrmerjuZCnF3moh7it@HRoAoerdyAEDcIpBdOHzZI|LHE... 2120
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Lampiran |
Nomor
Tanggal

: Peraturan Bupati Dharmasraya
37 Tahun 2022
29 Desembar 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 180.000.000
4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 10.000.000
4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 10.000.000
4.1.04.03.02 Hasil Kerfa Sama Pemanfaatan BMD 170.000.000
4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 170.000.000
4.1.04.05 Jasa Giro 1.220.000.000
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.100.000.000
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.100.000.000
4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 120.000.000
4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 120.000.000
4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 2.900.000.000
4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 100.000.000
4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 100.000.000
41.04.08.02 Tu.ntutan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 2 860.000.000
Pejabat Lain
4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 2 800.000.000

Pejabat Lain

4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.740.000.000
4,1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.740.000,000
4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.740.000.000
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 160.000.000
4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 160.000.000
4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerfaan 160.000.000
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 370.000.000
4.1.04.15.01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 50.000.000
4.1.04.15.01.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 50.000.000
4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100.000.000
4,1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100.000.000
4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 220.000,000
4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 90,000,000

Negeri-Perjalanan Dinas Biasa

4.1.04.16

Pendapatan BLUD

54.801.063.000

4.1.04.16.01

Pendapatan BLUD

54.801.0632.000

4.1.04.16.01.0001

Pendapatan BLUD

54.801.063.000

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas

410418 Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 7:153.386.000
4.1.04.18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 7.153.986.000
4.1.04.18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 7.153.986.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 812.206.674.716
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Lampiranl  : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 37 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumiah
4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 760.965,265,000
4.2,01.01 Dana Perimbangan 699.414.449.000
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 22.020.936.000
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 8.834.005.000
4.2,01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 _ 4.750.324.000
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 38.233.000
4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 51.780.000
4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 1.154.119.000
4.2.01.01.01.0008 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 5.400.888.000
4.2,01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 531.646.000
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.259.941.000
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 489.147.384.000
4.2.01.01.02.0001 DAU 489.147.384.000
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 60.509.917.000

4.2.01.01.03.0001

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD

1.429.134.000

4.2.01.01.03.0002

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

1.698.814.000

4.2.01.01.03.0003

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP

9.229.379.000

4.2,01.01.03.0011

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah

10.670.023.000

4,2.01.01.03,0017

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting

1.430.879.000

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan

4.201.01.03.0018 Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 137.107.000
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 16.337.884.000
4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 19.576.697.000
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 127.736.212.000
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 33.470.300.000
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.450.000.0G0
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 56.319.002.000
4.2,01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsit Guru PNSD 752.601.000
4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 2.270.640.000
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 3.971.400.000
4.2.01.01,04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.006.800.000
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 8.045.076.000
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 402.648.000
4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 13.946.876.000
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BCOKB 3.851.017.000
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 420.370.000
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 511,300,000
4.2.01.01.04.0022 DAK NonfFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 438.800.000
4.2.01.01.04.0023 DAK NonfFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 879.375.000
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1/3/23, 2:06 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 37 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 8.601.217.000
4.2.01.02.01 DID 8.601.217.000
4.2.01.02.01.0001 DID 8.601.217.000
4.2.01.05 Dana Desa 52.949.599.000
4.2.01.05.01 Dana Desa 52.949.599.000
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 52.949.599.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 51.241.409.716
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 51.241.409.716
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 51.241.409.716

4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 11.398.508.059

4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5.240.385.092
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.441.853.995
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 125.041.195
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 13.035.621.375
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.800.000.000
43.01 Pendapatan Hibah 3.800.000.000
4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 3.800.000.000
4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 3.800.000.000
4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 3.800.000.000
Jumlah Pendapatan 916.848.794.390
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 766.159.260.882
5.1.01 Belanja Pegawai 471.538.672.736
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 305.120.042.181
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 217.976.542.884
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 181.414.178.884
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 36.562.364.000

5.1.01.01.02

Belanja Tunjangan Keluarga ASN

23.124.498.000

5.1.01.01.02.0001

Belanja Tunjangan Keluarga PNS

18.255.178.000

5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.869.320.000
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.322.836.000
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.322.836.000
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 19.830.162.000
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.596.247.000
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.233.915.000
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.331.392.000
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.083.951.000
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Lampiran | : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 37 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 247.441.000
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 14.427.894.040
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 10.995.153.040

5.1.01.01.06.0002

Belanja Tunjangan Beras PPPK

3.432.741.000

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 191.048.428
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 191.048.428
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.098.200
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.847.200
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.251.000
5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 19.776.319.540
5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 16.237.205.540
5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 3.539.114.000
5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 530.679.373
5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 441.182.573
5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 89.496.800

5.1.01.01.11

Belanja luran Jaminan Kematian ASN

1.576.192.716

5.1.01.01.11.0001

Belanja luran Jaminan Kematian PNS

1.317.965.716

5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 258.227.000
5.1.01.01.12 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 19.379.000
5.1.01.01.12.0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 19.379.000
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 67.711.861.410
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 67.711.861.410
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 64.290.417.410
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 3.421.444.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 64.725.914 465
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 776.385.798
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 5.400.000
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 42.750.000
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 195.000
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 7.050.000
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 389.100.000
5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 180.000
5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 450.000
5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 300.000
5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 12,750,000
Batuan
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan 213.210.798

Dan Perkotaan

https://dharmasrayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0Jtx9w1KgKd1roUplWk16fcrmorjuZCnF3moh7it@HRoAcerdyAEDc3p8dOHzijLHE... 6/20




1/3/23, 2:06 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor  : 37 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 105.000.000
Bangunan
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 99.038.667
5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi f\SN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 6.000.000
Persampahan/Kebersihan
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan
5.1.01.03.02.0 : . ;
s dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400,00
5.1.01.03.02.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 1.500.000
Tera/Tera Ulang
5.1.01.03.02.0013 Belanja |nsgntlf bagi ASN atas Per'nun.gutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan 15.000.000
Pengendalian Menara Telekomunikasi
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian 41536752
Kekayaan Daerah
51.01.03.02.0018 Belapja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus 900,000
Parkir
5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong 105.000
Hewan
5.1.01.03.02.0024 Belanja I‘nsentlf bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan 24.750.000
Produksi Usaha Daerah
5.1.01.03.02.0025 Belanj‘ailnsenhf bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lzin 8.346.915
Mendirikan Bangunan
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 56.319.009.000
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 56.319.009.000
5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 2.270.640.000
5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 2.270.640.000
5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 752.601.000
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 752.601.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.829.440.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.130.250.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 682.390.000
5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 16.800.000
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 678.800.000
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 678.800.000
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 11.687.885.165
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 623.805.000
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 623.805.000
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 6.314.490
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 6.314.490
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 83.789.940
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 83.789.940
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 62.380.500
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 37 Tahun 2022
Tanggal 29 Desember 2022
KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKAS] MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 62.380.500
5,1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 904.517.250
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 904.517.250
5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 104.306.475
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 104.306.475
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 13.260.975
5.1.01.04.07.0001 Befanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 13.260,975
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi [ntensif Pimpinan dan Anggota DPRD 2.457.000.000
5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 2.457.000.000
5.1.01.04.08 Befanja Tunjangan Reses DPRD 570.000.000
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 570.000.000
5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 2382929
5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 292.929
51.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 2.364.617.606
5.1.01.04.12.0001 Betanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 59.547.306
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.386.800
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 2.983.500
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 2.299.700.000
5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.422.600.000
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunj'angan Transportasi DPRD 4.422 600.000
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 75.000.000
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 75.000.000
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 654.629.946
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 57.330.000
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 57.330.000
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.967.000
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.967.000
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 103.194.000
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 103.194.000
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.387.000
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.387.000
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 402.000
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 402.000
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 14.000
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 14.000
5.1.01.05.07 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 3.630.000
5.1.01.05.07.0001 Belanja [uran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 3.630.000
5.1.01.05.08 Belanja [uran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 137.000
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